PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR {| TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang

Mengingat

—

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa pelaksanaan penyusunan penetapan indikator
kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai rencana pembangunan
Daerah;

bahwa untuk penyesuaian sebagaimana sebagaimana
dimaksud pada huruf a, ketentuan Lampiran
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamba an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Neaara Republik Indonesia Nomor 5387} sebe —imana telah
t rapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintahh Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4689);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Mentern Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2C 4
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008
Nomor 93);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-
2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2010 Nomor 118);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-
2019 (Lembaran Querah Kabupaten Gunung Mas Tahun
t ;
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STRATEGIS/RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN FORMULASI / RUMUS PENANGC G JAWAB
1 2 3 4
Jumlah PDRB perkapita/tahun Jumlah PDRB ADMD / Jumlah Penduduk D o s RaAnDMATIEA,
12, [z—37
= -5
a =0
z = garis kemiskinan.
yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang DINAS T §1 RASL TENAGA
Angka kemiskinan Jumlah |berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi< 2 KERJA. KOPER - US ’ KECIL
q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis * '
‘s DAN MENENG » DAN BADAN
ke‘f‘{Shm‘]E' tuduk PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
o penguauk. PENGEMBA AN DAERAH
Sumber data : Gunung Mas Dalam Angka - BPS Kab. Gunung
Mas.
Jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja / Jumlah seluruh
Jumlah
Angka Pengangguran um tenaga kerja IPK 2017 Kab.Gunung Mas
G = (PFDRB1 - PDRBO)/ PDRBO X 100 % BADAN PERENCAN PENELITIAN DAN
Meningke | pertumbuhan PDRE selctor P . o G = Laju Pertumbuhan Ekonomi PENGEMBANGA  AERAH, DINAS
ekonomi sektor pertanian sektor Pertaman ° PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun PEKERJAAN U {, DAN DINAS
PDRBO = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya PERTANLA DAN'  AHANAN PANGAN
Mening} ya daya saing % koperasi yang modal dan SHU o I Modal + SHU (sudah RAT)
Kope] {an UMKM meningkat o I Modal + SHU (beium RAT) x DINAS TRANSI] R.ASI, TENAGA
KERJA, KOPI SI KOPERASI
% UMKM yang modal dan omzet o EModal 160 USAHA KECIL N MENENGAH
meningkat et
Meningk ya pendapatan ] {/mih PDRE sektor Industri) + ( Jmih PDRB sektor Perdagahgan)
B ra.rgkat P Jumlah pendapatan perkapita/tahun Jumlah Tl Pendugdiuk
I jmlh kontribusi PDRB sektor industri ‘
Meningkat . sektor industri PDRB sektor Industri % T Jmihrotal PDRB x 100 DIRAS :EE:;:: :,'2}&“‘ DAN
. X Jmlhkoneribusi PDREB sektor perdagangan
Menir rya sektor PDRB sektor perdagangan % X jmlhrotai PDRB x 100
pt  gangan
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7 Misi, 39 S
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NERJA U SA FO LASI / R G AB
STRAT IS/RPJMD INDIKATOR KINE TAMA TUAN RMU / RUMUS PENANGG JAW
1 2 3 4 5
; ; I Jumlah Tenaga Kerjo S2 dan 53 (sudah Bekerja) DINAS TRANSI 3iRASI, TENAGA
meningk a tenaga Kerja . . 100 %
Jumlah tenaga kerja s-2, 5-3 Jiwa £ fumlal y 1 x 0 KERJA, KOPERASI USAHA KECIL
82, 8- h Seluruh Tenaga Kerja 52 dan 53
ber S-2,8-3 / ga Kerj DAN MENENGAH
Meningk 1 aksesabilitas Jumiah Desa Rawan Air Bersih)/(Jumlah Desa Keseluruhan)) x 100 %
masyarakal iadap kebutuhan % jumlah desa yang dialiri air ber %o
sar
% desa yang memiliki perumahan dan o jumiah Rumah Layak Huni)/(fumiah Rumah Keseluruhan)) x 100%
kawasan permukiman yang layak huni ? DINAS PEKERJ UMUM
. . Luas Taman RTH Kota dalam Kondisi baik)/
% Taman/RTH kota dengan kriteria baik % (Luas Taman RTH Kota keseluruhan)) x 100 %
% Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) % (Jumigh Sarana PfU dalam Kondisi baik)/(fumiah PJU Seluruhnya)} x 100 %
dalam Kondisi Baik
DINAS KEH 'ANAN DAN
Luas kar o Tahura yang Luas kawasan Tahura yang tertata dan ha Luas kawasan Tahura yang tertata dan terjaga kelestariannya

PERTANAHAN,I AS PEKERJAAN
UMUM, DAN LINGKUNGAN HIDUP

NUN@& MAS,

DOHONG




